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TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN
DAN DRAFT RUU KEJAKSAAN

Topo Santoso

Fakior  perlunva  independensi  kejaksaan,
menirnr penitdis arikel int, melararbelakanyi
amandemen Undang-undang Kejaksaan vang
berlaku saar ini. Pembahasan amandemen U4/
Kejaksaan  juga  dimaksudkan  agar  dopar
diindarkan  benrwran  diastara Undane-
Undang Kepolisian  dan  Undang-Undang
Hitkum Acara Pidana (KUHAP). Draft RUU
Kejaksaan  diharapkan  dapat  membawa
lembaga kejaksaan  menjadi  independen i
masa yeng akan datang.

I. Pengantar

Setelah berlaku selama kurang lebih sepulult @hun.  Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesii
dianggap perlu unwk diganti dengan undang-undang tentang Kejaksaan
yang baru karena undang-undang it dianggap sudah ridak sesuai lagt
dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat. Salah satu kenyataan
yang juga disadari selama ini adalah kurangnya independensi kejuksaan
dari pengaruh cksekutif karena kedudukannya sebagai lembaga pemerintah.

Dikaitkan dengan cita-cita membentuk suatn sistem  perudilan
pidana terpadu di negeri kita, nyatanya undang-undang ini masih memiliki
sejumlah persealan, terutama menyangkut kewenangan, Memang kalau
hicara soal kewenangan persoalannya tidak hanya menyangkut soat hukum
semata, melainkan menyangkot aspek politik dan  sosiologis. Dalam
sejaralinya. sebagaimana sccara kritis telah diungkap oleh Prof. Daniel S,
Lev', persoalan kewenangan antar penegak hukum telah berlangsung lama
dan cukup pelik.

" Lev, Danicl S.. [ukum dan Palitik di Indonesia - Kesimbungan <an Perubithan,
Jakarta - LPIES. 16990, hal.
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Kalau dilihat dalam wujud terwilisnya, baik Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 {KUHAP), Undang-undang Nomeor 5 Tahun [99]
(Kejaksaan Republik Indonesia). maupun Undang-undang Nomor 28 Tahun
1997 (Kepolisian) semuanya mengusung isu sistem peradilan pidana
terpadu. Akan tetapi kalau kita teliti dengan cermat pada substansinya
dalam ketiga peraturan perundang-undangan itu justru mengandung hal-hal
yang potensial menimbulkan ketidakterpaduan, bahkan perientangan.
Belum lagi kalau kita kaitkan pula dengan lahirnya beberapa perawran
perundang-undangan baru atau yang akan lahir yang ternyata juga
mengatur hal-hal yang sudah diatur dalam undang-undang yang ada.”

Persoalan menjadi semakin serius jika kita menyimak beberapa
RUU atau Draft RUU yang terkail dengan kepolisian. kejiaksaan. seria
hukum acara pidana, karena dalam perkembangannya nanti (jika i
disahkan}. kemungkinan terjadinya ketidaksinkronan dan ketidakierpaduan
aniar penegak hukum iu lebih besar lagi. Salah saunya karena, masing-
masing mengusung isu independensi. Belum lapi semakin bertambahnya
wewenang bagi masing-masing instilusi penegak hukum dalam RUU atau
Draft RUU masing-masing. Inilah yang perlu untuk dilihat secara
mendalam.

Paper ini akan membahas khusus enang permasalahan-permasalahan
yang terkait dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun [991 serta Drafi
RUU Kejaksaan dikaitkan dengan asas-asas sistem peradilan pidana terpadu
serta sinkronisasinya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. Tinjauan Umumn UU No. 5 Tahun 1991

Undang-undang Nomor Tahun 1991 temang Kejaksaan disahkan
pada ranggal 22 Juli 1991 vang berarti kurang lebih [0 hun sctelah
berlakunya KUHAP (Undang-undang Nomeor 8 Tahun 1981). Salah satu
pertimbangan bagi lahirnya Undang-undang ini adalah untuk lebih
memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia
sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara i
bidang penuntetan dalam taia susunan kekuasaan badan-badan penegak
hukum dan keadilan.

Sebagaimana semangat yang ada dalam pembentukan KUHAP.
dalam undang-undang ini sebenarnya kita juga melihat adanya keinginan

P Saat ini di Dewan Perwakilun Rakyat sedung dilakukan pesubahasin RUU Kepolisian,
RUU Advokat, Sementara beberapa RUL segera menyusul. antara lain RULU Kejaksaan
Republik Indonesia dan RUU KUHAP.
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untuk menegakkan hukum secara terarah dan terpadu. Meski kemudian
akan kita lihat bahwa ternyata ketentuan yang teruang di dalaminya ada
perteniangan atau potensial menimbulkan ketidakterpaduan dengan
lembaga lain.

Undang-undang ini juga lahir karena undang-undang kejaksaan
yang lama (UU No. 15 rahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kejaksaan) dan Undang-undang No. 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan
Kejaksaan Tinggi) sudah tidak sesuai dengan perkembangan, misalnya
dulu kejaksaan berada di bawah strukiur departemen, padahal dalam
struktur kenegaraan yang baru sudah berubah. Begitu pula sesuai dengan
KUHAP. maka tugas dan wewenang di bidang pidana sudah mengalami
perubahan.

Undang-undang ini menegaskan bahwa kedudukan kejaksaan
adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara
terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umwmn. Di samping
itn undang-undang ini juga menetapkan:

1. kewenangan kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan
untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara
dilimpahkan ke pengadilan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.”

2. Di bidang perdata dan tala usaha negara, kejaksaan dengan kuasa
khusus dapat bertindak untk dan aras nama negara ataw pemerintah di
dalam atau di tuar pengadilan.

3. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Kkejaksaan turut
menyelenggarakan kegiatan seperti upaya meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat dan pengamanan kebijakan penegakan hukum.”

4, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan
undang-undang.

¥ Menucut penjelasan umum undang-yndang ini dinyalakan buliwa pemeriksoan tambaban
wrsebul  dilakukan untuk memperoleh  kepastan  penyelesaian perkara  dalinm rangka
pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan denpan hiaya ringan serta menjamin
kepastian hukum, hak-hak asasi peocart keadilan, halk tersaneka. terdakwa, saksi korban,
maupun kepentingan umum,

' Hul ini dalam penjelasan umum dikaitkan dengan banyaknya keterlibitan dan kepentingan
hukum dari negara alwu pemerintah dibidang perdina dan tata usaha negara. haik dalkun
kedudukan sehagai lergogat maupun penggugat ataw sebapsi pihak  yvang  mempunyai
kepentingan hukum di luar pengadilan,

Y Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat ini ditikukan antara in dengan
penyuluhan dan penerimeim hukum. Sedangkan pengamanan kebijakan penegakan hukum
dapitt difukukan dengan tindakan-lindakan preventil’ dan gepresit: melalui dukungan mielijen
yustisial kejaksuan,
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Undang-undang ini mengatur pula tugas dan wewenang Jaksa
Agung menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan
keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.
menyampingkan perkara demi kepentingan umum, dan wewenang yang
berkaitan dengan pemberian pertimbangan teknis hukum dalam
penyelesaian kasasi, grasi, dan pencegahan atau larangan terhadap orang-
orang tertentu untuk masuk ke dalam atau meninggalkan wilayah
kekuasaan negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam
perkara pidana. Selain ilu karena jabatannya, Jaksa Agung berwenang
mengkoordinasikan penanganan perkaaraa pidana tertentu dengan instansi
terkait berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasinya
ditetapkan oleh Presiden. dengan memperhatikan asas hukum yang berlaku.

Undang-undang ini terdiri atas lima bab, yaitu : Bab | rentang
Ketentuan Umum, mulai dari pengertian umum, kedudukan dan tempat
kedudukan; Bab I teniang Susunan Kejaksaan, yang mengatur tentang
susunan organisasi kejaksaan, syarat menjadi jaksa, kewajiban sumpah/janji.
larangan rangkap jabatan. alasan pemberhentian kejaksaan, serta hal-hal
lain yang berkaitan dengan strukiur dan susunan organisasi kejaksaan: Bab
I1I tentang Tugas dan Wewenang yang didalamnya diatur tentang tugas
dan wewenang jaksa dan Jaksa Apung; Bab IV tentang Kelentan
Peralihan; dan Bab V 1emang Ketentan Penutup.

II. Beberapa Masalah dalam UU No. 5 Tahun 1991

Ada beberapa pcrmasalahan yang dapat diidentifikasi dalam
Undang-undang Nomor S5 Tahun 1991. Masalah-masalah i dapar
dikategorisasi ke dalam dua isu : pertama, dikaitkan dengan kemungkinan
pertentangannya dengan undang-undang lain; dikaitkan dengan isu-isu
independensi dan integritas kejaksaan.

III. Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 memiliki beberapa titik
singgung dengan peraturan perundang-undangan lain atau RUU/ Drafl
RUU yang mengatur pencgak hukum/profesi hukum. Tiga titik singgung
penting itu semua terkait dengan soal kewenangan kejaksaan yang diatur
dalam UU No. 5 Tahun 1991, yaitn : 1) kewenangan jaksa di bidang
pidana yaitu mengadakan pemeriksaan tambahan, ini bersinggungun dengan
kewenangan penegak hukum polisi yang berwenang melakukan penyidikan
(ada konflik dengan ketentuan KUHAP dan UU No. 27 Tahun 1997). 2)
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kewenangan jaksa di bidang perdala dan tata usaha negara yaitu dapat
bertindak di dalam maupun di luar pengadilan unak dan atas nama negara
atau pemerintah. Ini potensial menimbulkan konflik dengan draft RUU
Advokat dan konflik dengan tugas jaksa selaku penuntut. khususnya
apabila badan pemerintah yang diwakili jaksa di bidang perdata ternyarta
ada kemungkinan berunsur pidana; 3) kewenangan jaksa dalam melakukan
pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat. Ini bisa bertubrukan
dengan wgas dari hakim pengawas dan pengamat (Wasmat) yang diawr
dalam KUHAP serta kemungkinan konflik dengan UU Pemasyarakatan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 1
UU No. 5 Tahun 1991 dan Ketentuan Lainnya

NO UU NO. 5 TAHUN 1991 KETERANGAN

1 Pasal 27 ayat (1) "Di bidang pidana,
kejaksaan mempunyai tugas dan
wewenang huruf d. melengkapi
berkas perkara tertentu dan untuk itu
dapat melakukan pemeriksaan tam-
bahan sebelum dilimpahkan ke

¢ Kewenangan yang tersebut
dalam pasat 27 ayat (D)
tersebut bisa menimbulkan
konflik dengan pihak
penyidik (kepolisian)
karena yang dilakukan

pengadilan yang dalam pelaksanaan-
nya dikoordinasikan dengan penyidik"
dalam Penjelasan pasal ini disebutkan :
"Untuk melengkapi berkas perkara,
pemeriksaan  tambahan  dilakukan
dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut : 1) tidak dilakukan terhadap
tersangka: 2) hanya terhadap perkara-
perkara yang sulit pembuktiannya, dan/
alau dapat meresahkan masyarakat,
dan/ atau yang dapat membahayakan
kesclamatan Nepara; 3) harus dapat
diselesaikan dalam wakw 14 hari
selelah dilaksanakan ketentuan Pasal
110 dan Pasal £38 ayat (2) KUHAP.

jaksa menurut pasal itu
pada hakekatnya meru-
pakan penyidikan juga
atau penyidikan lan-
juran, hanya tidak
memeriksa tersangka.
Dengan demikian pasal
ini mengandung potensi
konflik dengan KUHAP
dan UU Kepolisian yang
menyatakan bahwa polisi
dapat  menyidik semua
tindak pidana.

2 Dalam Pasal 27 ayat (2) dimuat Ini potenstal menimbulkan
kewenangan jaksa di bidang perdata konflik dengan drafi RUU
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NO

UU NO. 5 TAHUN 1991]

KETERANGAN

dan rata usaha negara yailu dengan
kuasa khusus dapat bertindak di
dalam maupun di lvar pengadilan
untuk dan atas nama negara alau

Advokat dan konflik dengan
tugas jaksa selaku penuntut.
khususnya apabila badan peme-
ritah yang diwakili jaksa di

pemerintah. bidang perdata temyata ada
kemungkinan berunsur pidana.
Posisi jaksa dengan demikian

dikawatirkan tidak independen

atau  lerpengaruh dengan
kedudukannya sebagai kuasa
hukum.

3 Dalam Pasal 27 ayat (1) huruf ¢ Ketenwuan ini bisa bertu-
jaksa memiliki kewenangan dalam brukan dengan tugas dari
melakukan pengawasan terhadap hakim pengawas dan
keputusan lepas bersyarat. pengamat (Wasmat) yang

diatur dalam KUHAP serta
kemungkinan konflik dengan
UU Pemasyarakatan.

IV. Isu Independensi dan Integritas Kejaksaan

Baik dalam materi, pertimbangan maupun dalam penjelasan UU
No. 5 Tahun 1991 jelas sekali terlihat upaya kejaksaan untuk lebih
mandiri, yaitu dengan jalan melepaskannya dari satu departemen tertentu
menjadi berdiri sendiri di bawah Presiden. Undang-undang ini juga
menegaskan kedudukannya sebagai lembaga pemerintah yang tugas
utamanya melakukan penuntutan.

Dalam undang-undang ini setidaknya ada dua ketentuan yang
dianggap dapat mengurangi independensi kejaksaan dalam penegakan,
yaitu :

1) Pasal 2 ayat (1) "Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya datam
undang-undang ini disebul kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan
yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.” (garis
bawah dari penulis). Dengan ketentuan ini, maka kedudukan jaksa
adalah lembaga pemerintahan (bukan lembaga negara). Hal i
dianggap kurang independen karena sebagai bagian dari pemerintahan
kecjaksaan akan mengalami conflict of interest apabila menyangkut
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kepentingan pemerintah. Disamping kejaksaan akan cenderung
terpengaruh pada keinginan pemerintah yang sedang berkuasa,
sekalipun iw tidak sesvai dengan rasa keadilan atas kasus yang sedang
ditangani.

2y Pasal 20 "Jaksa Apung diangkat dan diberhentikan olely seria
bertanggung jawab kepada Presiden”. Dengan ketentuan ini maka
terlihat sekali bagaimana seorang presiden begiiu dominan dalam
menentukan siapa Jaksa Agung. Presiden dapat mengganti Jaksa
Agung (terutama jika tidak sesuai dengan keinginannya), apalagi Jaksa
Agung bertanggung jawab kepada Presiden. Kedudukan Jaksa Agung
dengan demikian sebagaimana para menteri anggota kabinet lainnya.

V. Tinjaran Terhadap Draft RUU Kejaksaan

Seiring arus reformasi dan perkembangan di berbagai Didang.
pihak kejaksaan juga merasa perlu untuk melakukan pembenahan terhadap
perangkat hukum yang mengatur lembaga ini. Unwk iwlah disusun satu
draft RUU Kejaksaan. Bagian ini akan secara khusus membahas draft
tersebut yang disusun oleh Biro Hukum Kejaksaan Agung RI werianggai
13 Maret 2001.

Dalam draft ini yang dijadikan dasar pertimbangan keluarnya
RUU ini adalah bahwa untuk meningkatkan tegaknya hukum dan keadilan
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara berdasarkan
hukum, yang menjunjung tinggi supremasi hukum berdasarkan Pancasila.
maka dianggap perlu untuk lebih memanrapkan kedudukan dan peranan
Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara penegak hukum
yang melaksanakaan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan
dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan.

Pertimbangan lainnya adalah bahwa Undang-undang Nomor 5
tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah idak sesuai lagi
dengan tuntutan dan perkembangan masyarakal oleh karena itu perlu dicabut.

Seperti dikemukakan di atas, tampaklah bahwa satu motivasi
penting bagi perubahan UU No. 5 Tahun 1991 adalah soal independensi
kejaksaan atas kekuasaan yang ada. Hal it jelas terlihat pada konsep
penjelasan Draft RUU ini yang menyatakan bahwa :

"Namun dalam prakiek penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan
telah berubah kekuwasaanlah yang seringkali menentukan hukum.
Negara hukum telah berubah menjadi negara kekuasaan dan cita-cita
supremasi hukum telah berubah menjadi supremasi kekuasaan. Hal
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tersebut telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakbenaran, bahkan
kesewenang-wenangan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya timbul
reaksi yang sangat dahsyat dari masyarakat dari masyarakat untuk
melakukan reformasi total dalam penyelenggaraan pemerintaban dan
kenegaraan, termasuk reformasi dalam bidang hukum untuk
mewujudkan kembali supremasi hukum ..."*

Bahwa kejaksaan dalam praktiknya selama ini ternyata sangart
dipengaruhi oleh kekuasaan tampak jelas dalam kutipan berikut :
"Kejaksaan RI sebagai salah saw lembaga pemerintahan yang diatur
dalam UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
telah ierbawa arus supremasi kekuasaan tersebut, sehingga jupa tidak
mampu mewujudkan supremasi hukum."” (garis bawah dari penulis)

Karena kelemahan imlah maka kejaksaan bertekad untuk berubal
dari yang semula lembaga pemerintahan menjadi lembaga nepara penegak
hukum yang mandiri diantara sesama lembaga negara penegak lhwukum
lainnya. Jaksa yang semula merupakan jabatan fungsional telah
dimantapkan pula sebagai pejabat negara.

Visi yang ingin dikedepankan dalam draft RUU tersebut adalah
sebagai lembaga negara penegak hukum yang dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya harus mandiri dan tetap berdasarkan hukum yang
berinttkan keadilan dan kebenaran, di satu $isi lelap menjaga wibawa
pemerintah dan negara RI, tetapi di sisi lain juga menghormati hak-hak
masyarakat dan Kkepentingan umum. Kejaksaan juga ingin menegaskan
bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya lidak lagi berpihak
kepada penguasa (eksekutif) tetapi berpihak dan berdasarkan atas hukum,
keadilan dan kebenaran.

Secara singkat dapat diuraikan beberapa penegasan. perubahan/
perkembangan dari draft RUU ini dibanding UU No. 5 Tahun (991,
antara lain sebagai berikut :

1) kedudukan Kejaksaan menjadi lembaga negara penegak hukum yang
mandiri. sehingga dapat merumuskan asas dan kebijakan penegikan
hukum pidana;

2) di bidang pidana, tugas dan wewenang Kejaksaan berperan sebagai

dominus litis, tanpa memisahkan fungsi penyidikan dan penuntutan;

* Konsep Penjelasan RUU Kejiksaan Republik Indonesia alinea 2.
7 Konsep Peajelasan RUU Kejuksaan Republik Indonesia alinea 3.

Nomor 2 Tahun XXXI




138 Hudrem dan Pembangunan

3) di bidang perdata dan tatausaha negara. Kejaksaan dengan atau tanpa
kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara. pemerintah
atau demi kepentingan umum baik di dalam maupun di luar
pengadilan;

4) di bidang kebijakan penegakan hukum, tugas dan wewenang Kejaksaan
meliputi aspek intelijen yustisi, penelitian dan pengembangan.
perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyuluhan
hukumn, pengamanan terhadap media massa dan pengawasan terhadap
aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan nepara:
dan

5) Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan
perawran perundang-undangan vang berlaku.

(yang digarisbawahi adalah hal-lial baru yang sebelumya tidak diawr).

VI. Beberapa Masalah dalam Draft RUU Kejaksaan

Ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam Draft
RUU Kejaksaan. Masalah-masalah itu dapat dikategorisasi ke dalam
beberapa isu : pertama, . dikaitkan dengan kemungkinan perieniangannya
dengan undang-undang lain: kedua. dikaitkan dengan isu-isu independensi
dan integritas kejaksaan.

VII. Draft RUU Kejaksaan dan Ketentuan Lain
Dibandingkan dengan UU No. 5 Tahun 1991, Draft RUU ini

mengandung potensi beririsan dengan ketentan lainnya yang semakin
besar. Hal-hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2

Draft RUU Kejaksaan dan Ketentuan Lain

NQ DRAFT RUU KEJAKSAAN KETERANGAN

1 Pasal 28 ayat (1} " Di bidang & Kewenangan jaksa yang dimuat

pidana, kejaksaan mempunyai
tugas dan wewenang : huruf a.
Melakukan penyidikan atau
menghentikan penyidikan ter-
hadap tindak pidana tertentu
yang merugikan keuangan

pada Pasal 28 draft ini semakin
menmperluas kewenangan jaksa
dibanding UU No. 5/ 199
karena di sini jelas-jelas dinya-
takan bahwa jaksa berwenang
menyidik serta menghentikan
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NO

DRAFT RUU KEJAKSAAN

KETERANGAN

J

negara dan atau membahayakan
keselamatan negara dan atau
meresahkan masyarakat dan
atau yang sulit pembukiiannya:
Dalam pejelasan Pasal 28 ayat
(1) huruf a dikatakan : cukup
jelas

Pasa! 28 avat () hurut £
melakukan penyidikan lanjuian
umuk  melengkapi  berkas
perkara tertentu.  Penjelasan
Pasal 28 ayat (1) Huruf f :
"Perlu  melengkapi  berkas
perkara  dengan  melakukan
penyidikan lanjutan  erhadap
tersangka, saksi dan
melakukan  penyitaan  serla
upaya paksa lainnya dalam
perkara-perkara vang dapat
merugikan keuangan negara.
perkara-perkara yang  sulit

*

penyidikan  terhadap  tindak
pidana tertentu. Dengan demikian
Pasal ini  konilik  dengan
ketenwan  dalam  KUHAP  dan

dengan UU Kepolisian. Akan
terjadi  rebutan  kewenangan
antara  polisi  dan  juksi.

Pengertian tindak pidana terteniu
yvang merugikan keuangan negarn
dan_atau membabhayakan kesela-
matan NETri dan aLau
meresahkan masyarakat dan atau
vang  sulit pembuktiannys  juga
menimbuikan  penafsiran vang
herbeda-beda dan ini potensial
menimbulkan  konflik  antar
penegak  hukum.  khususnya
kepolisian  dan  kejaksaan.  Jiki
lahir  UU  remang  Komis
Pemberamtasan Korupsi juga akan

terjadi  kontlik  dengary  Komisi
tersebut  dalam  hal menvidik
korupsi.

Ketentwan pada bural o dan

juma  membingungkan  karcena
yang diatur kurang-lehih
perkara  yang  sama.  lalu
mengapa  ada - Kewenangan

menyidik dan ada kewenangan
pemeriksaan tambahan?

Ketentuan pada haraf { ini juga
semakin memungkinkan kontlik
dengan  polisi serta hisy
merugikan  saksi.  tersangka
atau terdakwa, karena i sini
kejuksaan  tdak  hanya  dapa
memeriksa  saksi npi juga
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dimoat kewenangan jaksa di
bidang perdata dan tata usaha
negara yaitu Kejaksaan mem-
punyai wgas dan wewenang
mewakili negara atau peme-
rintah di dalam atau di luar
pengadilan. di dalam atau luar
negeri. dengan atau tanpa surat
kuasa khusus.

NO  DRAFT RUU KEJAKSAAN KETERANGAN
pembuktiannya dan atau dapat memeriksa  saksi  tapi  juga
meresahkan masyarakat, dan tersangka/terdakwa.  Yang  jadi
atau  yang dapat membaha- pertanyaan lain, kenapa setelah
yakan  keselamatan  negara. penyidikan optimal justru
Penyidikan  lanjutan  yang dilakukan penyidikan lanjutan?
dimaksud dilakukan setelah mungkin yang dimaksud adalah
penyidikan dianggap optimal. jika setelah penyidikan yang

dilakukan pihak [ain (polisi}
sudahh  optimal 1etapi belum
mencapai hasil penyidikan yang
diharapkan  guna  keperluan
penuniutan.  maka  dilakukan
penyidikan lanjutan,

3 Pasal 28 ayat (1} huruf e o Ketemuan ini harus disinkron-
“melakukan pengawasan terha- kian dengan perawran perundang-
dap putusan pidana bersyarat undangan  yang  mengatur
dan keputusan lepas bersyarat” tentang  hakim  Wasmal - serta

ketenan tentang pemasyiirakatan,

4 Datam Pasali 28 ayat (2) Ini potensial menimbulkan konflik

dengan draft RUU Advokar dan
konflik dengan tugas joksa selaku
penuntut, khususnya apabila badan
pemerintah yang diwakili jaksa di

bidang  perdata ternyata  ada
kemungkinan  berunsur  pidana.
Posisi  jaksa dengan demikian

dikawatirkan tidak independen atau
terpengaruh dengan kedudukannya
sebagai kuasa hukum.

V.2 Kaitannya dengan Isu Independensi dan Integritas Kejaksaan

Dalam perjalannya selama kurang lebih

10 1abun €1991-2001).

tampak adanya masalah-masalah independensi kejaksaan dalam melaksana-
kan wugasnya, yailu dianggap terlalu wnduk kepada kemauan pemerintah
yang berkuasa (kepada Presiden). sehingga Jaksa Agung tidak Dbisa
independen sebagat penegak hukum. Semestinya pengaruh Presiden
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kepada kejaksaan hanya dalam baras kebijakan penanggulangan kejahatan
atau penegakan hukum, dan tidak ikut campur dalam kasus-kasus yang
ditangani kejaksaan. Mengingat hal i, sekali lagi muncul isu
independensi bagi kejaksaan, kali ini justru untuk menghindari pengaruh
pemegang kekuasaan terhadap kejaksaan.

Ada beberapa perubahan yang tampaknya sesuai dengan visi
independensi ini : I} kejaksaan akan menjadi lembaga negara penegak
hukum (bukan lagi lembaga pemerintah): 2) Jaksa Agung diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas persewjuan Dewan Perwakilan Rakyat
(dengan demikian ada kontrol dari publik yang diwakili DPR): 3) Jaksa
Agung adalah Jaksa Karier (dengan demikian dapat dihindari calon
pesanan yang disukat presiden meskipun sebenarnya tidak berasal dari
kalangan kejaksaan).

V. Penutup

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa kesimpulan yang bisa
diperoleh dalam paper ini :

I. Dalam pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia terdapat kelemahan yang menonjol vaitu adanya
pengaruh yang besar pada pelaksanaan tugas kejaksaan selaku penegak
hukum menjadi penegak kekuasaan, hal i antara lain disebabkan
karena kedudukan kejaksaan sebagai lembaga penmterintah; Jaksa
Agung diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada
Presiden: Jaksa Agung bukan jaksa karier: kurangnya peran DPR
selaku wakil rakyat dalam mengontrol kerja kejaksaan.

2. Dalam UU No. 5 Tahun 1991 memang sudah dimuat, baik dalam
materi, pertimbangan maupun dalam penjelasannya beberapa asas
yang penting dalam sistem peradilan pidana terpadu, namun
sebenarnya ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut
sebenarnya justru potensial menimbulkan ketidaksinkronan dan
melanggar asas-asas itu sendiri. Dengan kata lain pencantuman asas-
asas itu terkesan sebagai pemanis (/ips service).

3. Jika dikankan dengan ketentuan lainnya, masih dijumpai adanya irisan
atau konflik antar peraturan sehingga perlu dilakukan sinkronisasi.

4. Dalam Draft RUU Kejaksaan yang tampak ditonjolkan adalah isu
independensi Kejaksaan dari pengaruh kekuasaan, antara lain dengan
perubahan beberapa ketentuan, yailu : 1} Kejaksaan adalah lembaga
negara (bukan lembaga pemerintah}, 2} Jaksa Agung diangkat dan
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diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara alas persetujuan
DPR, 3) Jaksa Agung adalah jaksa karier.

5. Dibandingkan dengan UU No. 5 Tahun 1991. Draft RUU Kejaksaan
lebih potensial menimbulkan konflik dengan ketentuan lain. sebab
terjadi penambahan kewenangan kejaksaan yang beririsan dengan
ketentuan lainnya yaitv melakukan penyidikan dan penyidikan
lanjutan, sehingga perlu disinkronkan.
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